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ABSTRAK 

Pengelolaan data publik di Kabupaten Seram Bagian Barat masih menghadapi persoalan 

fragmentasi data, keterbatasan akses informasi, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam 

proses pengelolaan informasi pembangunan. Kondisi tersebut menyebabkan data publik belum 

sepenuhnya berfungsi sebagai media komunikasi yang transparan dan partisipatif. Penelitian 

ini bertujuan menganalisis implementasi penguatan komunikasi partisipatif dalam 

pembangunan sistem satu data berbasis peta sebagai medium komunikasi publik yang lebih 

inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain participatory action 

research (PAR) melalui tahapan identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. 

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, focus group 

discussion (FGD), serta praktik pemetaan bersama masyarakat dan aparatur daerah. Data 

dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola komunikasi, bentuk partisipasi 

masyarakat, dan perubahan pengelolaan informasi publik setelah intervensi dilakukan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif mampu meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dan validasi data, menghasilkan informasi yang 

lebih kontekstual, serta memperkuat transparansi informasi publik melalui visualisasi peta 

digital. Sistem satu data berbasis peta juga mempermudah masyarakat memahami kondisi 

wilayah secara lebih terbuka dan mudah diakses. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi 

komunikasi partisipatif dan teknologi pemetaan digital tidak hanya meningkatkan kualitas tata 

kelola data publik, tetapi juga membentuk ekosistem komunikasi yang lebih kolaboratif, 

adaptif, dan berkelanjutan di tingkat lokal. 

Kata Kunci : Komunikasi Partisipatif, Satu Data, Peta Digital 

 

ABSTRACT 

Public data management in West Seram Regency continues to face challenges related to data 

fragmentation, limited access to information, and low community involvement in the 

management of development information. These conditions have prevented public data from 

fully functioning as a transparent and participatory communication medium. This study aims to 

analyze the implementation of participatory communication strengthening in the development 

of a map-based one-data system as a more inclusive public communication medium. The study 

employed a qualitative approach using a participatory action research (PAR) design through 

the stages of problem identification, planning, implementation, and evaluation. Data were 

collected through participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions 

(FGD), and collaborative mapping practices involving local communities and regional 

government officials. The data were analyzed thematically to identify communication patterns, 

forms of community participation, and changes in public information management following 

the intervention. The findings indicate that the participatory communication approach increased 
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community involvement in data collection and validation, produced more contextual 

information, and strengthened public information transparency through digital map 

visualization. The map-based one-data system also enabled the public to understand regional 

conditions more openly and accessibly. This study concludes that the integration of 

participatory communication and digital mapping technology not only improves the quality of 

public data governance but also fosters a more collaborative, adaptive, and sustainable 

communication ecosystem at the local level. 

Keywords: Participatory Communication, Single Data System, Digital Mapping 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuntut 

tersedianya sistem data publik yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. 

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia menegaskan pentingnya standardisasi data, interoperabilitas, serta keterbukaan 

informasi guna mendukung pembangunan yang efektif dan transparan (Pemerintah Indonesia, 

2019). Walaupun demikian, implementasi kebijakan tersebut di tingkat daerah masih 

menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat teknis maupun kelembagaan. United 

Nations (2022) dalam E-Government Survey edisi ke-12 menjelaskan bahwa transformasi 

digital pemerintahan di negara berkembang masih menghadapi persoalan kapasitas 

institusional, koordinasi lintas sektor, dan kesenjangan infrastruktur digital. Umasugi (2025) 

turut menegaskan bahwa fragmentasi data antarinstansi serta keterbatasan kualitas sumber daya 

manusia daerah menjadi penghambat utama dalam mewujudkan integrasi data publik yang 

efektif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola data publik tidak hanya berkaitan 

dengan kesiapan teknologi, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas komunikasi publik dan 

kolaborasi antarpemangku kepentingan. 

Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, pengelolaan data publik masih 

berlangsung secara sektoral dan belum sepenuhnya terhubung dalam sistem yang terpadu. 

Setiap perangkat daerah cenderung mengelola data secara mandiri sehingga sering ditemukan 

ketidaksesuaian informasi antarinstansi yang berdampak terhadap kualitas perencanaan 

pembangunan daerah. Hasnita dan Salomo (2025) menunjukkan bahwa implementasi Satu Data 

Indonesia di daerah masih menghadapi persoalan sectoral ego, lemahnya koordinasi 

kelembagaan, dan keterbatasan kapasitas organisasi yang menghambat tata kelola berbasis data. 

Di sisi lain, masyarakat juga masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi 

pembangunan secara utuh dan mudah dipahami. Kondisi tersebut menunjukkan adanya 

kesenjangan antara idealitas keterbukaan informasi publik dengan praktik tata kelola data di 

tingkat lokal. OECD (2021) menegaskan bahwa keterbukaan informasi yang efektif tidak cukup 

hanya melalui penyediaan data, tetapi juga membutuhkan sistem distribusi informasi yang 

inklusif, mudah dipahami, dan dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat. 

Kesenjangan tersebut semakin diperkuat oleh keterbatasan infrastruktur digital dan 

rendahnya kapasitas literasi teknologi masyarakat di daerah. Imran (2022) menjelaskan bahwa 

ketimpangan akses digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi faktor struktural 

yang memperlambat proses transformasi digital berbasis komunitas di negara berkembang. 

Mesa (2023) menambahkan bahwa rendahnya akses teknologi berpengaruh langsung terhadap 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan transparansi publik. Dalam 

perspektif komunikasi, persoalan tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai kendala 

teknologi semata, melainkan sebagai persoalan relasi komunikasi antara pemerintah dan 
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masyarakat. Ketika masyarakat tidak memperoleh akses informasi secara setara, maka proses 

partisipasi publik dalam pembangunan menjadi semakin terbatas. Oleh sebab itu, penguatan 

komunikasi publik menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan sistem satu data di 

tingkat lokal. 

Data publik pada hakikatnya merupakan hasil proses komunikasi sosial yang 

diproduksi, disebarluaskan, dan dimaknai bersama dalam kehidupan masyarakat. Fuchs (2022) 

menjelaskan bahwa ketimpangan akses informasi di era kapitalisme digital berpotensi 

memperluas kesenjangan sosial sekaligus melemahkan partisipasi warga dalam ruang publik. 

Couldry dan Mejias (2022) juga menegaskan bahwa relasi data yang tidak dibangun secara 

partisipatif akan menghasilkan informasi yang kurang relevan, sulit dipahami, dan tidak mampu 

menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, data publik tidak lagi dapat 

diposisikan hanya sebagai instrumen administratif pemerintah semata. Sebaliknya, data harus 

dipahami sebagai medium komunikasi yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam 

pembangunan. Dengan demikian, pengelolaan data membutuhkan pendekatan yang lebih 

inklusif dan dialogis agar informasi yang dihasilkan benar-benar memiliki nilai sosial bagi 

masyarakat. 

Pendekatan komunikasi partisipatif menawarkan perspektif yang lebih terbuka dalam 

memahami pengelolaan data publik. Tufte (2024) menegaskan bahwa komunikasi partisipatif 

menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan melalui dialog horizontal, refleksi 

kritis, dan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Pandangan tersebut diperkuat oleh 

Subedi dan Karki (2022) yang menjelaskan bahwa komunikasi partisipatif merupakan proses 

pembangunan sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek perubahan melalui 

pertukaran pengetahuan secara setara. Temuan Anani-Bossman dan Blankson (2024) 

menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi berbasis bottom-up mampu meningkatkan 

keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan secara signifikan. Dalam pembangunan 

sistem satu data, partisipasi masyarakat menjadi penting karena warga memiliki pengetahuan 

lokal yang dapat memperkuat validitas dan relevansi informasi yang dikumpulkan. Oleh sebab 

itu, integrasi komunikasi partisipatif dalam pengelolaan data publik menjadi kebutuhan penting 

untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah. 

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat 

selama ini lebih banyak diposisikan sebagai penerima informasi daripada sebagai pihak yang 

terlibat dalam proses produksi data. Akibatnya, data yang dihasilkan sering kali belum 

sepenuhnya merepresentasikan kondisi sosial masyarakat secara aktual. Amin (2022) 

menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan lebih banyak 

disebabkan oleh lemahnya mekanisme komunikasi pemerintah dibandingkan ketidakpedulian 

warga terhadap pembangunan. Rendahnya keterlibatan tersebut turut berdampak pada 

menurunnya kepercayaan publik terhadap informasi yang disediakan pemerintah daerah. 

Nurlinah et al. (2025) menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

meningkat ketika warga dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan informasi dan pengambilan 

keputusan berbasis digital. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat 

menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi data publik dan meningkatkan kualitas 

hubungan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. 

Dalam perspektif ekologi komunikasi, sistem satu data berbasis peta dapat dipahami 

sebagai bagian dari ekosistem komunikasi digital yang menghubungkan teknologi, manusia, 

dan lingkungan sosial secara simultan. Madouh dan Kwon (2023) menjelaskan bahwa media 

digital membentuk pola komunikasi multidireksional yang memungkinkan pertukaran 
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informasi berlangsung lebih terbuka dan kolaboratif. Laoera dan Wibowo (2023) menunjukkan 

bahwa perkembangan ekologi media digital di Indonesia telah mengubah pola komunikasi 

masyarakat dari model linier menuju interaksi yang lebih partisipatif. Pandangan tersebut 

diperkuat oleh Cheyunski (2023) yang menegaskan bahwa ekologi media dan komunikasi 

perubahan memiliki keterkaitan erat dalam membangun sistem komunikasi publik yang lebih 

terbuka dan kolaboratif. Berdasarkan perspektif tersebut, peta digital tidak hanya berfungsi 

sebagai alat visualisasi data, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik yang dapat 

mempertemukan kepentingan pemerintah dan masyarakat. Penyajian informasi dalam bentuk 

spasial dinilai lebih mudah dipahami dan lebih kontekstual bagi masyarakat lokal. 

Berbagai penelitian terkini menunjukkan bahwa pendekatan Participatory Geographic 

Information System (PGIS) mampu meningkatkan kualitas data sekaligus memperkuat 

transparansi dan akuntabilitas publik. Denwood et al. (2022) menjelaskan bahwa pemetaan 

partisipatif dapat menghasilkan data spasial yang lebih kontekstual karena melibatkan 

pengetahuan lokal masyarakat dalam proses pengumpulan informasi. Malakar et al. (2025) turut 

menegaskan bahwa pendekatan PGIS efektif dalam mendorong keterlibatan komunitas lokal 

melalui proses co-production pengetahuan berbasis peta. World Bank (2021) juga menjelaskan 

bahwa keterbukaan data pemerintah yang didukung partisipasi warga berkontribusi terhadap 

peningkatan pengawasan publik dan kualitas pengambilan keputusan pembangunan. Ansari et 

al. (2022) menemukan bahwa visualisasi data pemerintah terbuka secara signifikan 

meningkatkan kebergunaan informasi publik bagi masyarakat umum. Namun demikian, 

pengembangan sistem data di daerah selama ini masih lebih berorientasi pada pendekatan 

teknokratis yang menitikberatkan aspek administratif dan teknologi semata sehingga dimensi 

komunikasi partisipatif belum sepenuhnya terintegrasi dalam tata kelola data publik. 

Penelitian terdahulu umumnya lebih banyak membahas integrasi basis data, efisiensi 

administrasi, dan pengembangan sistem informasi geografis dibandingkan dimensi komunikasi 

partisipatif dalam tata kelola data publik. Bernot et al. (2024) menemukan bahwa keberhasilan 

implementasi Satu Data Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga 

dipengaruhi oleh kekuatan komunikasi dan koordinasi antaraktor kelembagaan. Alexopoulos et 

al. (2023) turut menjelaskan bahwa kegagalan berbagai inisiatif open government data di 

negara berkembang banyak dipengaruhi oleh lemahnya kapasitas institusional, partisipasi 

publik, dan komunikasi antarlembaga. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus 

mengintegrasikan komunikasi partisipatif dengan pemetaan digital dalam pengelolaan satu data 

di tingkat lokal masih relatif terbatas. Kesenjangan inilah yang menjadi research gap utama 

dalam penelitian ini, khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial yang 

kompleks seperti Kabupaten Seram Bagian Barat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya 

memperluas kajian komunikasi pembangunan melalui integrasi aspek teknologi, komunikasi, 

dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka tata kelola data publik yang lebih inklusif. 

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengembangan model komunikasi 

partisipatif berbasis pemetaan digital dalam pembangunan sistem satu data di Kabupaten Seram 

Bagian Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan dimensi 

teknologi dan komunikasi, penelitian ini menempatkan peta digital sebagai medium komunikasi 

publik yang memungkinkan terjadinya dialog, kolaborasi, dan pertukaran pengetahuan antara 

pemerintah dan masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi 

informasi publik sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan 

data daerah. Selain itu, pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparatur dan 

masyarakat dalam memanfaatkan data sebagai sarana komunikasi pembangunan yang terbuka 
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dan partisipatif. Melalui pendekatan tersebut, sistem satu data tidak hanya berfungsi sebagai 

instrumen administratif, tetapi juga sebagai ruang komunikasi sosial yang mendukung 

pembangunan daerah secara kolaboratif dan berkelanjutan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain participatory action 

research (PAR) untuk mengkaji proses komunikasi partisipatif dalam pembangunan sistem satu 

data berbasis peta di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu 

menggambarkan dinamika komunikasi, pola interaksi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan data publik berbasis digital di tingkat lokal. Pelaksanaan penelitian 

dilakukan melalui empat tahapan, yaitu identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, dan 

evaluasi. Tahap identifikasi dilakukan melalui observasi awal dan diskusi bersama aparatur 

desa, perangkat daerah, serta masyarakat untuk memetakan kondisi pengelolaan data publik. 

Tahap perencanaan difokuskan pada penyusunan model sistem satu data berbasis peta dan 

strategi komunikasi partisipatif, sedangkan tahap implementasi dilakukan melalui pelatihan, 

pendampingan, dan praktik pemetaan bersama masyarakat menggunakan aplikasi Google My 

Maps. Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas sistem, tingkat partisipasi 

masyarakat, serta berbagai hambatan yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan. 

Subjek penelitian terdiri atas 15 informan yang dipilih menggunakan teknik purposive 

sampling berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan data publik di daerah. 

Informan tersebut meliputi lima aparatur desa, tiga perangkat daerah, dua tokoh masyarakat, 

dan lima perwakilan masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pemetaan dan pengelolaan 

informasi wilayah. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan pengalaman, 

keterlibatan dalam proses pembangunan berbasis data, dan kemampuan memberikan informasi 

yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi 

partisipatif, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Observasi dilakukan 

selama kegiatan pelatihan dan pemetaan berlangsung untuk mengamati praktik komunikasi dan 

pengelolaan data di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan secara individual 

menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, sedangkan FGD dilaksanakan dalam dua 

sesi untuk memfasilitasi dialog antaraktor dalam merumuskan solusi bersama terkait 

pengembangan sistem satu data berbasis peta. 

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Hasil observasi, wawancara, dan FGD dikelompokkan berdasarkan 

tema utama, seperti pola komunikasi, bentuk partisipasi masyarakat, dan hambatan pengelolaan 

data publik. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan visualisasi 

spasial untuk mempermudah interpretasi hubungan antarfenomena yang ditemukan selama 

penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan 

keterkaitan data untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas komunikasi partisipatif 

dalam pembangunan sistem satu data berbasis peta. Validitas data dijaga melalui triangulasi 

sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan FGD, 

serta melakukan member checking kepada informan guna memastikan kesesuaian hasil 

interpretasi dengan kondisi yang sebenarnya. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Sebelum pelaksanaan kegiatan pendampingan, pengelolaan data publik di Kabupaten 

Seram Bagian Barat masih berlangsung secara sektoral dan belum terhubung dalam sistem yang 

terintegrasi. Perbedaan data antarperangkat daerah menyebabkan informasi pembangunan 

sering kali tidak konsisten dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi 

tersebut juga berdampak pada terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi publik yang 

akurat dan mudah dipahami. Hasil wawancara awal dengan salah satu aparatur desa 

menunjukkan adanya kendala dalam penggunaan data antarlembaga. Informan menyampaikan 

bahwa “data yang ada di kantor desa dan di dinas sering berbeda, sehingga kami sendiri kadang 

bingung menentukan data mana yang harus digunakan.” Pernyataan tersebut menunjukkan 

bahwa belum adanya sistem data terpadu menjadi hambatan utama dalam penyediaan informasi 

pembangunan yang akurat dan seragam. Temuan awal tersebut kemudian menjadi dasar dalam 

penyusunan strategi komunikasi partisipatif pada kegiatan pembangunan sistem satu data 

berbasis peta yang dilaksanakan selama program pendampingan. 

Setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan dilaksanakan, terjadi perubahan dalam 

cara aparatur dan masyarakat memahami fungsi data publik. Data tidak lagi dipandang hanya 

sebagai dokumen administratif, tetapi mulai dimanfaatkan sebagai media komunikasi bersama 

dalam proses pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pengumpulan dan validasi 

data juga mengalami peningkatan, terutama pada kegiatan pemetaan partisipatif yang dilakukan 

selama program berlangsung. Dari total 15 informan yang terlibat, sebanyak 12 orang atau 

sekitar 80% menyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pengalaman pertama mereka 

terlibat langsung dalam pengelolaan data publik. Masyarakat mulai berperan aktif sebagai 

penyedia informasi wilayah dengan menyampaikan data mengenai kondisi lingkungan, potensi 

desa, serta berbagai persoalan lokal yang sebelumnya belum terdokumentasi dengan baik. 

Perubahan kondisi pengelolaan data sebelum dan sesudah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Perubahan Kondisi Pengelolaan Data Sebelum dan Sesudah Kegiatan 

Pengabdian 

No Aspek Sebelum Sesudah 

1 Integrasi Data Terpisah antarinstansi Mulai terintegrasi 

2 Partisipasi Masyarakat Rendah Meningkat (80% informan terlibat aktif) 

3 Akses Informasi Terbatas Lebih terbuka 

4 Pemahaman Data Rendah Meningkat signifikan 

5 Pemanfaatan Data Minim Mulai digunakan dalam pengambilan keputusan 

Sumber: Data primer hasil kegiatan pengabdian, 2025 

 

Berdasarkan Tabel 1, perubahan paling menonjol terlihat pada peningkatan partisipasi 

masyarakat dan pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan lokal. Kegiatan 

pendampingan mendorong masyarakat untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga 

terlibat secara langsung dalam proses penyusunan dan validasi data wilayah. Peningkatan 

pemahaman terhadap fungsi data memperlihatkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif 

mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan 
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informasi publik. Selain itu, keterbukaan akses informasi setelah kegiatan berlangsung 

menunjukkan bahwa sistem satu data berbasis peta mulai berfungsi sebagai sarana komunikasi 

publik yang lebih inklusif dan mudah dipahami masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan 

bahwa keberhasilan pengelolaan data publik tidak hanya ditentukan oleh penggunaan teknologi, 

tetapi juga oleh kualitas interaksi dan kolaborasi antaraktor yang terlibat dalam proses 

pembangunan. 

Proses partisipatif yang dilakukan selama kegiatan menghasilkan data yang lebih 

kontekstual dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dalam kegiatan pemetaan bersama, 

masyarakat berhasil mengidentifikasi sejumlah lokasi strategis yang sebelumnya belum tercatat 

dalam data resmi pemerintah daerah. Lokasi tersebut meliputi tiga sumber air bersih, dua lahan 

pertanian aktif, dan tiga fasilitas umum yang belum terdokumentasi dalam sistem data 

sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung 

mampu meningkatkan kelengkapan sekaligus relevansi data yang dihasilkan. Selain 

memperkuat akurasi informasi, proses pemetaan partisipatif juga memperlihatkan bahwa 

pengetahuan lokal masyarakat memiliki kontribusi penting dalam pembangunan sistem satu 

data berbasis peta yang lebih adaptif terhadap kebutuhan wilayah. 

Hasil identifikasi masalah yang dilakukan secara kolaboratif antara aparatur desa, 

perangkat daerah, dan masyarakat disajikan pada Gambar 1. Proses tersebut dilaksanakan 

melalui kegiatan focus group discussion (FGD) untuk memetakan berbagai persoalan utama 

dalam pengelolaan data publik di tingkat lokal. Diskusi bersama menghasilkan tiga persoalan 

mendasar, yaitu belum tersedianya sistem pencatatan data yang terpadu, rendahnya pemahaman 

aparatur terhadap pemanfaatan teknologi digital, dan minimnya kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik. Ketiga persoalan tersebut kemudian 

dijadikan dasar dalam penyusunan strategi komunikasi partisipatif selama kegiatan 

pendampingan berlangsung. Melalui proses diskusi yang melibatkan berbagai pihak, kegiatan 

ini mampu membangun kesepahaman bersama mengenai kebutuhan penguatan sistem data 

publik berbasis kolaborasi. 

 

 
Gambar 1. Proses identifikasi masalah yang dilakukan secara kolaboratif antara 

 

 Berdasarkan Gambar 1, proses identifikasi masalah menunjukkan bahwa komunikasi 

dialogis memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan 

pengalaman dan kebutuhan mereka terkait pengelolaan data publik. Forum diskusi tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana pengumpulan informasi, tetapi juga menjadi media pertukaran 

gagasan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa 

pendekatan partisipatif mampu memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap sistem data 

yang dikembangkan bersama. Selain itu, proses komunikasi yang berlangsung secara terbuka 

turut membantu aparatur daerah memahami kebutuhan informasi masyarakat secara lebih 
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kontekstual. Dengan demikian, kegiatan identifikasi masalah menjadi tahapan penting dalam 

membangun sistem satu data yang lebih responsif terhadap kondisi lokal. 

Implementasi sistem satu data berbasis peta menunjukkan bahwa visualisasi spasial 

mampu mempermudah masyarakat dalam memahami informasi publik yang sebelumnya sulit 

dipahami dalam bentuk tabel atau dokumen administratif. Peta digital yang dihasilkan tidak 

hanya memuat data geografis, tetapi juga informasi sosial dan ekonomi yang relevan dengan 

kondisi masyarakat setempat. Penyajian informasi berbasis peta dinilai lebih komunikatif 

karena masyarakat dapat melihat secara langsung lokasi permasalahan maupun potensi wilayah 

secara visual. Salah satu peserta kegiatan menyampaikan bahwa “kalau menggunakan peta, 

kami lebih mudah memahami letak masalah di desa tanpa harus membaca banyak angka dan 

laporan.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa visualisasi spasial memiliki fungsi yang 

lebih efektif sebagai media komunikasi publik dibandingkan penyajian data konvensional 

berbentuk teks dan tabel. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa pendekatan visual berbasis 

spasial mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan secara 

lebih praktis dan kontekstual. 

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan 

sistem satu data berbasis peta tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital, tetapi 

juga oleh kualitas komunikasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Keterlibatan 

masyarakat dalam proses pengumpulan dan validasi data terbukti mampu meningkatkan 

relevansi informasi sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan data publik. Meskipun 

demikian, masih ditemukan beberapa kendala yang perlu diperhatikan, terutama keterbatasan 

infrastruktur teknologi informasi di wilayah terpencil dan keberlanjutan pengelolaan sistem 

setelah program pendampingan selesai dilaksanakan. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa 

pengembangan sistem satu data memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dari aspek teknologi 

maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia daerah. Oleh sebab itu, sinergi antara 

pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem 

data publik berbasis partisipatif di tingkat lokal. 

 

Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan komunikasi partisipatif dalam 

pembangunan sistem satu data berbasis peta tidak hanya berdampak pada aspek teknis 

pengelolaan informasi, tetapi juga mengubah pola relasi komunikasi antara pemerintah dan 

masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Sebelum kegiatan dilaksanakan, masyarakat 

cenderung ditempatkan sebagai penerima informasi pembangunan tanpa keterlibatan aktif 

dalam proses penyusunan data publik. Setelah pendekatan partisipatif diterapkan, masyarakat 

mulai terlibat dalam pengumpulan, validasi, dan penyampaian informasi wilayah secara 

langsung. Perubahan tersebut memperlihatkan adanya pergeseran pola komunikasi dari model 

satu arah menuju komunikasi yang lebih dialogis dan kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan 

pandangan Subedi dan Karki (2022) yang menegaskan bahwa komunikasi partisipatif 

merupakan proses sosial yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan 

melalui pertukaran pengetahuan secara setara. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan 

masyarakat sejak tahap awal pengumpulan data membuat informasi yang dihasilkan lebih 

memperoleh legitimasi sosial karena dibangun berdasarkan pengalaman dan kebutuhan nyata 

masyarakat lokal. 

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemetaan memperlihatkan bahwa 

komunikasi yang inklusif mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan kontekstual. 
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Keterlibatan warga dalam proses identifikasi wilayah memungkinkan munculnya informasi 

lokal yang sebelumnya tidak tercatat dalam sistem data pemerintah daerah. Data mengenai 

sumber air bersih, lahan pertanian aktif, dan fasilitas umum yang belum terdokumentasi 

menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan spasial yang penting dalam 

pembangunan sistem informasi daerah. Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian de 

Carvalho et al. (2021) yang menunjukkan bahwa participatory geographic information systems 

(PGIS) mampu mengintegrasikan pengetahuan lokal masyarakat ke dalam sistem informasi 

spasial sehingga menghasilkan data yang lebih relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat. 

Malakar et al. (2025) juga menegaskan bahwa pendekatan PGIS efektif dalam mendorong 

keterlibatan komunitas lokal melalui mekanisme co-production pengetahuan berbasis peta. 

Oleh sebab itu, proses partisipatif dalam penelitian ini tidak hanya menghasilkan data 

administratif, tetapi juga membentuk informasi yang lebih sesuai dengan realitas sosial di 

tingkat lokal. 

Selain meningkatkan kualitas data, komunikasi partisipatif juga berkontribusi terhadap 

penguatan transparansi informasi publik. Sistem satu data berbasis peta yang dikembangkan 

dalam penelitian ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses informasi pembangunan 

secara lebih terbuka dan mudah dipahami melalui visualisasi spasial. Penyajian data dalam 

bentuk peta membantu masyarakat memahami lokasi permasalahan, potensi wilayah, dan 

kondisi sosial secara lebih cepat dibandingkan melalui laporan tekstual atau tabel statistik. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa data publik tidak lagi sekadar menjadi instrumen 

administrasi pemerintah, tetapi telah berkembang sebagai medium komunikasi publik yang 

mampu menjembatani hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Temuan ini relevan 

dengan kajian Ansari et al. (2022) yang menjelaskan bahwa visualisasi data pemerintah terbuka 

secara signifikan meningkatkan aksesibilitas dan kebergunaan informasi publik bagi 

masyarakat umum. Alexopoulos et al. (2023) juga menegaskan bahwa keterbukaan data 

pemerintah merupakan prasyarat penting dalam mendorong akuntabilitas dan partisipasi publik, 

khususnya pada wilayah yang masih menghadapi keterbatasan tata kelola digital. 

Dalam perspektif ekologi komunikasi, sistem satu data berbasis peta dapat dipahami 

sebagai bagian dari ekosistem komunikasi digital yang menghubungkan teknologi, pemerintah, 

dan masyarakat dalam proses pertukaran informasi yang saling memengaruhi. Penggunaan 

media digital dalam pengelolaan data publik telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari 

model linier menuju pola komunikasi multidireksional yang lebih terbuka dan interaktif. Laoera 

dan Wibowo (2023) menjelaskan bahwa perkembangan ekologi media digital mendorong 

masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen dan distributor 

informasi secara aktif. Pandangan tersebut diperkuat oleh Cheyunski (2023) yang menunjukkan 

bahwa ekologi media dan komunikasi perubahan memiliki keterkaitan erat dalam membangun 

sistem komunikasi publik yang lebih partisipatif. Dalam penelitian ini, peta digital terbukti 

tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis visualisasi data, tetapi juga menjadi ruang komunikasi 

baru yang memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih terbuka antara pemerintah dan 

masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan media spasial digital memberikan kontribusi 

penting dalam memperkuat komunikasi pembangunan di tingkat lokal. 

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif 

memiliki implikasi yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan publik. Keterlibatan 

masyarakat dalam proses pengelolaan data menciptakan rasa memiliki terhadap informasi yang 

dihasilkan sehingga masyarakat lebih percaya terhadap data yang disediakan pemerintah 

daerah. Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses validasi data, hubungan 
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antara pemerintah dan warga menjadi lebih terbuka serta mengurangi kecurigaan terhadap 

informasi pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa transparansi informasi 

publik tidak hanya bergantung pada keterbukaan akses data, tetapi juga pada sejauh mana 

masyarakat terlibat dalam proses pembentukan informasi tersebut. Temuan ini sejalan dengan 

penelitian Nurlinah et al. (2025) yang menemukan bahwa transformasi digital pemerintah 

daerah mampu meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat melalui penguatan 

transparansi layanan publik berbasis digital. Nurhidayat et al. (2024) juga menegaskan bahwa 

peningkatan layanan e-government tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi masyarakat 

tanpa didukung oleh mekanisme komunikasi yang inklusif dan responsif. 

Meskipun menunjukkan berbagai capaian positif, penelitian ini juga menemukan 

sejumlah tantangan dalam implementasi sistem satu data berbasis peta. Salah satu kendala 

utama yang ditemukan adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam 

mengoperasikan teknologi digital secara mandiri. Sebagian aparatur desa dan masyarakat masih 

mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi pemetaan dan pengelolaan data berbasis 

digital karena keterbatasan literasi teknologi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan 

internet di beberapa wilayah juga memengaruhi keberlanjutan penggunaan sistem setelah 

kegiatan pendampingan selesai dilaksanakan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

transformasi digital di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari persoalan kesenjangan akses 

teknologi dan kemampuan digital masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas digital 

menjadi kebutuhan penting dalam mendukung keberlanjutan sistem data berbasis partisipatif di 

daerah. 

Tantangan kesenjangan digital tersebut sejalan dengan hasil penelitian Akbar dan 

Wijaya (2024) yang menemukan bahwa literasi digital masyarakat pedesaan di Indonesia masih 

berada pada tingkat yang relatif rendah, khususnya pada aspek keterampilan penggunaan 

teknologi digital. Afrina et al. (2024) juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital 

masyarakat menjadi hambatan utama dalam implementasi transformasi digital berbasis 

komunitas, terutama pada wilayah dengan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. 

Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan tersebut terlihat dari masih perlunya pendampingan 

teknis bagi aparatur desa dan masyarakat dalam mengoperasikan sistem pemetaan digital secara 

berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sistem satu 

data tidak cukup hanya melalui penyediaan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan 

kompetensi digital masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan 

kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor strategis dalam mendukung efektivitas tata 

kelola data publik berbasis digital di tingkat lokal. 

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi komunikasi 

partisipatif dan teknologi pemetaan digital merupakan pendekatan yang efektif dalam 

mendukung transparansi informasi publik dan penguatan partisipasi masyarakat di tingkat 

lokal. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemanfaatan peta digital tidak hanya sebagai 

instrumen teknis pengelolaan data, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik yang mampu 

mendorong dialog, kolaborasi, dan pertukaran pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat. 

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan sistem satu data akan lebih efektif 

ketika masyarakat ditempatkan sebagai subjek aktif dalam proses produksi dan distribusi 

informasi publik. Selain memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan sistem satu data di 

Kabupaten Seram Bagian Barat, penelitian ini juga memperkaya kajian komunikasi 

pembangunan, komunikasi digital, dan ekologi komunikasi dalam konteks transformasi digital 

di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola 
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data publik tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi 

partisipatif yang dibangun secara berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

enelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi komunikasi partisipatif dalam 

pembangunan sistem satu data berbasis peta mampu memperkuat transparansi informasi publik 

sekaligus mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Seram 

Bagian Barat. Sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis 

pengelolaan data, tetapi juga menjadi medium komunikasi publik yang mendorong keterlibatan 

masyarakat dalam proses pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan informasi pembangunan. 

Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa data publik pada dasarnya merupakan hasil dari 

proses komunikasi sosial yang dibangun melalui interaksi, dialog, dan kolaborasi 

antarpemangku kepentingan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan 

komunikasi partisipatif mampu menghasilkan informasi yang lebih kontekstual, mudah 

dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, pemanfaatan peta digital 

sebagai media komunikasi publik turut memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan 

masyarakat melalui penyajian informasi yang lebih terbuka dan aksesibel. 

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian 

komunikasi pembangunan dengan menegaskan bahwa pendekatan participatory action 

research (PAR) berbasis teknologi pemetaan digital dapat menjadi model alternatif dalam tata 

kelola informasi publik di daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas kelembagaan dan 

infrastruktur digital. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya memisahkan aspek 

komunikasi dan teknologi, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi keduanya mampu 

membentuk sistem informasi yang lebih partisipatif dan relevan dengan kondisi sosial 

masyarakat. Kebaruan penelitian terletak pada penempatan peta digital tidak hanya sebagai alat 

visualisasi data, tetapi juga sebagai medium komunikasi publik yang memungkinkan terjadinya 

dialog, pertukaran pengetahuan, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian komunikasi digital dan komunikasi 

pembangunan, tetapi juga memberikan perspektif baru mengenai pemanfaatan teknologi spasial 

dalam mendukung partisipasi publik di tingkat lokal. Temuan tersebut sekaligus menegaskan 

bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kualitas 

komunikasi partisipatif yang dibangun secara berkelanjutan. 

Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk memperkuat 

keberlanjutan sistem satu data berbasis peta melalui peningkatan kapasitas literasi digital 

aparatur desa dan masyarakat secara berkala, penyusunan regulasi pembaruan data publik 

berbasis spasial, serta pembentukan unit pengelola data di tingkat kecamatan sebagai 

penghubung antarwilayah. Langkah tersebut penting dilakukan agar sistem yang telah dibangun 

tidak berhenti pada tahap pendampingan, tetapi dapat dikelola secara mandiri dan berkelanjutan 

oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji 

efektivitas sistem satu data berbasis peta dalam mendukung kualitas kebijakan publik, 

mengukur keberlanjutan pengelolaan sistem pascaintervensi, serta menganalisis pengaruh 

program literasi digital terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola informasi 

publik pada wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang berbeda. Pengembangan 

kajian tersebut penting dilakukan untuk memperluas penerapan model komunikasi partisipatif 

berbasis teknologi digital dalam mendukung transparansi dan pembangunan daerah yang lebih 

inklusif. 
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